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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan 
hukum terhadap merek kerajinan kulit di Magetan, hambatan serta cara 
menanggulanginya. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang 
bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data 
sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data 
melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis 
secara kualitatif. Merek adalah suatu tanda yang membedakan barang dan/atau jasa 
yang dihasilkan atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 
perdagangan barang dan/atau jasa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
Merek juga mengatur perlindungan hukum merek, dengan adanya perlindungan 
hukum merek maka dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran 
terhadap merek yang sama dari pihak lain. Pendaftaran merek harus memenuhi 
persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 




This study aims to determine how the implementation of the legal protection of 
leather goods brand in Magetan, barriers and how to overcome it. The research 
method using descriptive empirical jurisdiction. The data source consists of the 
primary data and secondary data, interview the legal data of primary, secondary and 
tertiary. Data were collected through the study of literature and field research 
(interviews), then the data is analyzed qualitatively. The brand is a sign that 
distinguishes the goods and / or services produced or provided by a person or legal 
entity in the trading of goods and / or services. Act No. 20 of 2016 on Marks also 
regulates the legal protection of brand, with the absence of legal protection brand, it 
can minimize the occurrence of violations of the same brand from others. Trademark 
registration must meet the requirements set by the legislation in force. 
 





Merek adalah sebagai salah satu wujud hak kekayaan intelektual yang 
memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang 
dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Menurut H.M.N Purwo 
Sutjipto merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, 
sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
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 Menurut Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, “Merek adalah tanda yang dapat 
ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan 
atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 
dan/atau jasa”. 2  Merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat 
membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam 
pasar, baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Fungsi 
merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang 
lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, 
khususnya untuk merek-merek yang berperingkat terkenal (well-known marks).
3
 
Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui 
merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal, kualitasnya serta 
keterjaminan bahwa suatu produk tersebut original.
4
  
Adapun syarat-syarat suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun 
badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar dapat diterima dan dipakai 
sebagai merek, karena dengan adanya merek maka barang-barang yang diproduksi 
menjadi dapat dibedakan.
5
 Seiring dengan berkembangnya penggunaaan merek, 
semakin banyak pelanggaran-pelanggaran dalam bidang merek terutama terhadap 
merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas dimana merek tersebut telah 
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mendapatkan reputasi (good will) di mata konsumen.
6
 Motivasinya untuk 
memperoleh keuntungan dengan cara mudah dengan coba memalsukan, meniru, 
memiripkan merek yang telah dikenal masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian 
terhadap pemilik merek dan juga masyarakat sebagai konsumen. 
Selanjutnya, dalam kasus pelanggaran merek ini banyak terjadi praktik 
pelanggaran dalam bidang merek. Salah satu contoh kasus yang diambil penulis 
dalam penulisan hukum ini adalah pelanggaran merek terhadap oskadon. Oskadon 
merupakan salah satu obat sakit kepala yang sudah cukup lama beredar di Indonesia.
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Mengingat arti pentinganya suatu merek yang strategis dalam perekonomian 
(perindustrian dan perdagangan) dan dampak dari pelanggaran dalam bidang merek 
tersebut, maka kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas merek semakin 
dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap merek. Perlindunga 
hukum diberikan kepada pengusaha/produsen (dalam hal ini selaku pemilik merek).  
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana 
pelaksanaan perlindungan hukum merek terhadap kerajinan kulit di Magetan? 
Kedua, apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum 
merek kerajinan kulit di Magetan dan bagaimana upaya untuk menanggulanginya?  
Sementara itu, tujuan penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu 
tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum merek kerajinan 
di Magetan dan untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 
perlindungan hukum merek kerajinan kulit di Magetan serta upaya 
menaggulanginya. Tujuan subjektif dari penelitian ini adalah untuk menambah 
wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang 
penulis peroleh selama menempuh kuliah. Selain itu, untuk mengembangkan daya 
penalaran dan daya fikir penulis agar dapat sesuai dengan bidang penulis, serta untuk 
                                                          
6
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, 
dan Praktiknya di Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.160 
7
Hukum online.com. Oskangin Bukan Saudara Oskadon dalam http://m.hukumonline.com/ 
berita/baca/lt4e2d71cfe5d51/oskangin-bukan-oskadon diakses pada hari Kamis 29 Oktober, pukul 
19.45 WIB. 
4 
memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam 
bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Sementara itu manfaat dari penelitian ini juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat 
teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan 
pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
hukum di bidang hukum perdata khususnya di bidang dagang. Manfaat praktis yaitu 
untuk lebih mengembangkan penalaran dan mengetahui kemampuan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang diperoleh, serta dapat memberikan jawaban terhadap 
permasalahan yang diteliti. 
 
2. METODE 
Metode yang digunakan penulis yaitu mengunakan metode pendekatan 
yuridis empiris. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis deskriptif. 
Lokasi penelitian dalam pengumpulan data dilakukan di wilayah desa Selosari, 
Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Penulis menggunakan jenis data primer 
dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu, dengan studi 
pustaka dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dilakukan 
melaui pendekatan kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Pelaksanaan Perlindungan Merek terhadap Kerajinan Kulit di Magetan 
Kerajinan kulit merupakan salah satu produk dari para pengrajin kulit yang 
ada di Magetan, sebab pembuatannya hanya mengutamakan pada handmade yang 
mana sangat cocok dengan para pengrajin kulit di Magetan yang pada umumnya 
adalah home industry. Hasil kerajinan yang dihasilkan oleh para pengrajin 
diantaranya adalah kerajinan kulit sepatu, sandal, ikat pinggang, dan tas. Pembuatan 
produk-produk tersebut mengutamakan skill individu dengan biaya yang relatif 
terjangkau jika dibandingkan dengan barang-barang modern. Oleh sebab itu di 
Magetan dapat dijumpai beberapa pengusaha pengrajin kulit dimulai dari skala besar, 
skala menengah sampai skala kecil.  
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Sesuai yang disampaikan Bapak Ari selaku kepala bidang industri pada Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menegaskan bahwa pihaknya sudah 
melakukan upaya sosialisasi kepada para pengrajin kulit yang ada di Magetan bahwa 
untuk proses pendaftaran merek tidak dipungut biaya. Dengan tidak dipungutnya 
biaya maka pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan berharap semua merek yang 
ada dipasaran sudah didaftarkan oleh para pemiliknya. Sosialisasi merupakan suatu 
langkah positif yag diambil oleh Kepala Bidang Industri agar masyarakat mengetahui 
arti pentingnya tentang pendaftaran merek. Selain sosialisasi, pihaknya juga 
melakukan kegiatan pendampingan pada saat proses pendaftaran, hal ini bertujuan 
supaya para pengrajin tidak kesulitan dalam melewati setiap prosesnya.  
Beberapa desa yang mendapatkan pendampingan saat melakukan proses 
pendaftaran HaKI merek di antaranya adalah desa Jejeruk Candirejo dan Jalan Sawo 
Selosari. Namun di antara keduanya di sentra Jejeruklah yang mendapatkan data 
paling banyak jika dibandingkan dengan sentra yang ada di Jalan Sawo Selosari. Hal 
ini didukung dengan aktifnya ketua dari kelompok serta progress yang dihasilkan 
oleh Pemerintah Kabupaten.
8
 Dengan mendaftarkan merek maka para pengrajin kulit 
akan mendapatkan perlindungan hukum atau kepastian hukum terkait merek yang 
dimiliki olehnya. Perlindungan hukum suatu merek sangat dibutuhkan agar tidak 
terjadi pelanggaran-pelanggaran mengenai merek. Perlindungan hukum terhadap 
merek merupakan salah satu upaya yang dilakukan di bidang hukum dengan maksud 
dan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap merek 
kerajinan kulit demi mewujudkan kepastian hukum.  
Menurut Edi Purnomo selaku Ketua Forum Paguyuban Kerajinan Kulit dan 
juga sebagai salah satu pengrajin kulit di Magetan, menuturkan bahwa merek 
kerajinan kulitnya sudah didaftarkan dan beliau sangat mendukung pemerintah 
dengan adanya perlindungan hukum merek dikarenakan mendengar kalau 
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan berjalan di ASIA. Dengan mendaftarkan 
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merek tersebut beliau tidak khawatir lagi kalau akan ada peniruan merek dari pihak 
lain karena mereknya sudah didaftarkan dan bisa menjual produknya ke berbagai 
wilayah di Indonesia. Beliau juga mengajak para pengrajin kulit lainnya untuk 




Sementara itu, di sisi lain ada beberapa pendapat dari pengusaha kerajinan 
kulit yang belum mendaftarkan merek mereka. Menurut Edi sebagai pengrajin kulit 
di Magatan, menuturkan bahwa beliau tidak begitu mempedulikan merek kerajinan 
kulit miliknya untuk didaftarkan karena beliau berpikir tidak mungkin ada orang lain 
yang menirukan merek tersebut. Tanpa mendaftarkan mereknya, produk kerajinan 
kulit yang dihasilkan dapat terjual sesuai dengan prospek yang diharapkan dan 
penjualan sepatu sudah menyebar ke luar kota di Indonesia.
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Menurut penulis langkah yang dilakukan para pengrajin yang ingin 
mendaftarkan merek sudah bagus karena mereka menyadari dengan mendaftarkan 
merek berarti merek mereka akan mendapatkan perlindungan hukum. Lain lagi 
dengan pendapat para pengrajin kulit yang tidak mau mendaftarkan mereknya. 
Langkah yang diambil untuk tidak mendaftarkan merek sangat salah karena mereka 
tidak memikirkan resiko-resiko jika terjadi peniruan merek yang dilakukan oleh 
orang lain. Kebanyakan dari mereka takut jika merek didaftarkan akan dikenakan 
pajak dan saat memperpanjang merek tersebut pasti akan dikenakan biaya. 
Pemerintah sebenarnya berupaya membantu agar para pengusaha 
mendaftarkan merek dan mendapatkan perlindungan hukum. Seperti yang sudah 
disebutkan sebelumnya bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek: 
“Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 
sepuluh tahun dan berlaku sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek 
yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang atas 
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permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang 
untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara 
elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek 
dan Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya 
jangak waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dikenakan biaya”. 
 
Mereka banyak yang beranggapan jika merek didaftarkan akan dikenakan 
pajak dari pemerintah itu sebenarnya salah. Pendaftaran merek sendiri tidak 
dikenakan biaya karena adanya program fasilitasi dari pemerintah kabupaten 
Magetan lewat Dinas Perindistrian dan Perdagangan. Para pengrajin kulit hanya 
dikenakan biaya saat memperpanjang masa masa berlakunya merek tersebut. 
Prosedur pendaftaran merek hanya menggunakan surat pernyataan dan pengajuan ke 
Dinas Provinsi, melampirkan logo, kemudian dari Dinas Provinsi diajukan ke 
Kementrian. Prosedur pendaftaran merek lebih dimudahkan dengan adanya fasilitasi 
tersebut.  
Disperindag pada saat pengusaha kerajinan kulit mendaftarkan merek masih 
menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tetapi dengan 
adanya perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 
pemerintah mengubah menggunakan undang-undang yang terbaru. Sedikit 
membandingkan syarat dan tata cara pendaftaran merek dalam Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan perubahan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2016. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu: 
(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 
Direktorat Jendral dengan mencantumkan: tanggal, bulan, dan tahun, 
nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon, nama lengkap 
dan alamat Kuasa apabila Permohonanna diajukan melalui Kuasa; 
warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya 
menggunakan unsur warna, nama negara dan tanggal permintaan Merek 
yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak 
Prioritas. 
(2) Permohonan ditandatangani Pemohon dan Kuasanya. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari 
satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.  





Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu:  
(1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon kepada Menteri 
secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.  
(2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mencantumkan: tanggal, bulan, dan tahun Permohonan, nama lengkap, 
kewarganegaraan, dan alamat Pemohon, nama lengkap dan alamat 
Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa, warna-warna jika 
Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur 
warna, nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali 
dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, dan kelas 
barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa. 
(2) Permohonan ditandatangai Pemohon atau Kuasanya.  
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
etiket Merek dan bukti pembayaran biaya.  
(4) Biaya Permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang 
dan/atau jasa. 
 
Selanjutnya, di dalam aspek perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek terdapat dalam 
Pasal 7 sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 syarat dan tata cara 
permohonan pendaftaran merek terdapat dalam Pasal 4 dan ada penambahan isi dari 
ayat (1) dan ayat (2). Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek isinya lebih rinci dibandingkan undang-undang yang lama. Dalam proses 
pendaftarannya juga lebih mudah dibandingkan undang-undang yang lama. 
Pelaksanan pendaftaran merek yang dilakukan oleh para pengrajin kulit pada 
kenyataannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Hal tersebut dikarenakan 
para pengrajin kulit saat mendaftarkan merek hanya mengisi pernyataan yang 
ditandatangani dan menunjukkan Kartu Indentitas Penduduk (KTP). 
Berdasarkan penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Magetan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan 
hukum merek kerajinan kulit sudah sejak dulu dilakukan melalui sosialisasi dan 
pembinaan. Tetapi memang kesadaran pengrajin yang sangat kurang. Mereka seolah-
olah tidak mau tau bagaimana perlindungan hukum merek. Pembinaan secara 
keseluruhan terhadap pengrajin kulit dilakukan secara berkala, dikarenakan 
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keterbatasan waktu dan kapasitas serta kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan. 
Selain itu walaupun diadakan sosialisasi dan pembinaan para pengusaha kerajinan 
kulit yang mengikuti hanya sedikit, dikarenakan dari budaya masyarakatnya sendiri 
yang tidak mau atau malas, terlihat hanya beberapa pengusaha saya yang peduli 
dengan perlindungan hukum merek mereka. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek telah menegaskan 
aturan perlindungan hukum merek. Pihak pengrajin kulit seharusnya menjalani 
aturan-aturan yang sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan oleh 
Pemerintah. Banyaknya pengrajin kulit yang tidak taat dengan pemerintah, bertindak 
seenaknya, dan juga tidak pada aturan yang sesuai dengan peraturan tersebut. 
 
3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Kerajinna 
Kulit di Magetan dan Upaya untuk Menanggulanginya 
Menjalankan sebuah usaha pasti akan dijumpai hambatan. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan di Magetan mengenai perlindungan hukum merek 
kerajinan kulit di Magetan dapat di ketahui hambatan atau kendala yang timbul dari 
pelaksanaan perlindungan hukum merek terhadap kerajinan kulit di Magetan. 
Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengusaha pegrajin kulit yang seharusnya 
mendapatkan perlindungan terhadap merek kerajinan kulit ini sebagian besar masih 
belum memahami pentingnya merek bagi diri mereka sendiri.   
Menurut Edi Purnomo Ketua Porum Paguyuban Kerajinan Kulit, menuturkan 
bahwa hambatan yang dirasakan adalah mendorong para pengrajin kulit yang belum 
mendaftarkan merek untuk segera mendaftarkan agar tidak terjadi peniruan merek 
yang sama. Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undang-undang yang mengatur 
tentang merek sehingga kurang pedulinya para pengusaha kerajinan kulit untuk 
mendaftarkan merek yang mereka miliki, tetapi walaupun begitu beliau tetap 
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Selain itu Eko sebagai pengusaha kerajinan kulit, salah satu hambatannya 
yang beliau rasakan adalah ketika merek tidak segera didaftarkan akan ada merek 
yang sama dari orang lain. Sebagai contoh ketika para pengrajin sudah mendaftarkan 
merek, mereka harus menunggu satu minggu akan ada tanggapan dari pemerintah 
diterima atau ditolak merek yang mereka daftarkan tersebut, apabila merek di tolak 
pasti tercantum alasan-alasannya antara lain merek sudah dimiliki orang lain dan 
harus mengganti atau merubah merek dengan logo atau nama lain. Apabila diterima 
akan dilanjutkan dengan pemberian surat pernyataan sebagai bukti kalau merek 
sudah didaftarkan, karena sertifikat sendiri dari Pemerintah harus menunggu dua 




Menurut pendapat Dina selaku Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) dari Dinas 
Perindusrtian dan Perdagangan, menerangkan bahwa hambatan dalam pelaksanaaan 
perlindungan hukum merek sendiri adalah proses saat mendaftarkan merek ke 
provinsi lama sampai dua (2) tahun, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 
terbatas, sedangkan tenaga pendamping Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
terbatas. Seharusnya pemerintah terutama Kementerian Perindustrian merekrut 
banyak Tenaga Penyuluh Lapangan UKM/Desa.
13
 
Kasus peniruan merek Eko yang ditiru oleh orang lain, beliau melakukan 
somasi bahwa merek tersebut sudah dimilikinya, memberikan bukti tanggal 
pendaftarakan merek dan mengirimkan bukti tesebut kepada orang yang 
menggunakan merek yang sama, otomatis orang yang menirukan merek tersebut 
harus mengalah sebelum terkena tuntutan hukum peniruan merek. Pada Pasal 49 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:  
(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama 
pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk 
barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).  
(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama 
pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang 
dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, 
dipidana dengan penjaea paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). (3) Dan setiap 
orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dan (2), yang jenis barangnya 
mengancam kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau dapat mengakibatkan 
kemantian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.00,- (dua 
milyar rupiah). 
 
Jadi, seseorang yang melakukan klaim terhadap peniruan merek yang sama 
akan menerima sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Jadi para 
pengrajin kulit disarankan untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki agar tidak 
terjadi peniruan merek dari pihka lain. Mengingat bahwa kerajinan kulit Magetan ini 
tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Magetan saja melainkan sudah sampai keluar 
kota bahkan luar negeri. Dari data yang diperoleh lewat beberapa wawancara dengan 
pengrajin kulit jawaban mereka hampir sama antara lain: ketidaktahuan pengrajin 
kulit mengenai pentingnya HaKI, sosialisasi yang dilakukan Disperindag menurut 
mereka kurang bisa dipahami, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal 
pentingnya melakukakan pendaftaran merek, manfaat yang akan diperoleh dan 
prosedur untuk mendapatkan perlindungan hukum merek tersebut, hanya sedikit dari 
sekian pengrajin kulit yang tahu tentang perlindungan hukum merek, menurut para 
pengrajin tanpa mendaftarkan merek, mereka bisa memasarkan mereknya secara 
mudah dan kekhawatiran para pengrajin kulit terhadap biaya-biaya yang akan 
dikelurkan apabila mendaftarkan mereknya. 
Pelaksanaan perlindungan hukum merek terhadap kerajinan kulit di Magetan 
memiliki manfaat yang besar bagi para pengusaha. Namun proses pelaksanaan 
pelaksanaan perlindungan hukum merek terhadap merek kerajinan kulit di Magetan 
tidaklah mudah, banyak sekali hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksaaan 
perlindungan merek ini. Faktor yang menjadi penghambat bagi pengrajin kulit harus 
segera ditanggulangi, supaya pengjarin kulit mendapatkan perlindungan terhadap 
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merek yang dimilikinya sehingga kasus-kasus peniruan merek tidak terjadi. Faktor-
faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut: 
Pertama, faktor internal. Faktor internal adalah kendala-kendala yang muncul 
dari pihak pengusaha kerajinan kulit di Magetan sendiri, adapun hambatan-
hambatannya adalah sebagai berikut: pemahaman yang lemah pengusaha pengrajin 
kulit di Magetan terhadap Undang-Undang Merek Tahun 2016, kurang adanya 
dukungan dari para pemilik hak merek yang telah dilanggar hak-haknya, kurangnya 
kesadaran pengusaha akan pentingnya mendaftarkan merek agar tidak terjadi 
peniruan merek yang mereka buat, banyak pengusaha kerajinan kulit yang tidak tau 
kalau adal perlindungan hukum merek, proses pendaftaran yang rumit dan lama. 
Beberapa pengusaha kerajinan kulit yang tidak mempermasalahkan atas produksinya 
dan penjiplaan pengusaha lain atas merek yang mereka buat. Hal ini juga terjadi 
karena pengusaha kerajinan kulit di Magetan kurang memahami bahwa hakikat Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) adalah juga untuk melindungi nasib pengusaha dan 
pengrajin kulit agar tidak terjadi persaingan dan monopoli dari perusahaan asing 
yang rata-rata memiliki modal cukup banyak dibandingkan pengusaha di Magetan. 
Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang menjadi 
hambatan-hambatan yang berasal dari luar pengusaha kerajinan kulit di Magetan itu 
sendiri. Hal yang paling nampak adalah mengenai belum tersediannya secara 
memadai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas yang medukung penegakan 
hukum merek terhadap kerajinan kulit di wilayah Magetan. Mengingat pengusaha 
kerajinan kulit di Magetan ini sebagian besar pengusaha kecil atau Usaha Kecil 
Menengah (UKM). Dari pemerintah sendiri kurang adanya sosialisasi dan 
keterbatasan pegawai dalam pendampingan para pengusaha kerajinan kulit dalam 
melaksanakan pendaftaran merek. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan-
hambatan tersebut dengan cara, yaitu: menyelenggarakan seminar dan pelatihan 
tentang pentingnya pendaftaran merek, sosialisasi mengenai Hak Kekayaan 
Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala, memberikan sosialisasi 
kepada para pengrajin kulit di Magetan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan 
arti pentingnya perlindungan hukum merek dan pendaftaran merek, melakukan 
penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku bisnis kerajinan kulit, 
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mengayomi pengusaha kerajinan kulit untuk menunjang/mendukung keberadaan 
dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan dari 
Pemerintah harus menabah Tenaga Penyuluh Lapangan lebih banyak lagi agar 
pelaksanaan perlindungan hukum merek bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan 
yang sudah ditentukan. 
Selanjutnya, dengan melakukan pembenahan-pembenahan seperti itu, maka 
para pengrajin kulit lebih bisa memahami arti pentingnya pendaftaran merek 
khususnya para pengrajin kulit yang belum mendaftarkan merek yang mereka miliki 
agar segera didaftarkan dan pelaksanaan perlindungan hukum merek dapat terlaksana 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Apabila 
langkah-langkah itu bisa terpenuhi, maka dimungkinkan hambatan-hambatan yang 
terjadi baik faktor internal maupun faktor eksternal dapat diminimalkan dan nantinya 
dapat dimaksimalkan dengan baik pelaksanaan perlindungan hukum merek kerajinan 




 Pertama, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah 
satu upaya yang dilakukan dibidang hukum dengan maksud dan tujuan untuk 
memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap merek kerajinan kulit di 
Magetan demi mewujudkan kepastian hukum. Perlindungan hukum suatu merek 
sangat dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran mengenai merek. 
Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek kerajinan kulit di Magetan belum 
bisa dilakukan secara maksimal, dikarenakan masih banyak para pengrajin kulit yang 
tidak mengetahui bahwa perlindungan hukum merek dipegang oleh negara dan 
sebagian besar para pengrajin kulit tidak mau mendaftarkan merek yang dimilkinya 
untuk mendapatkan perlindungan hukum. 
Kedua, hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek kerajinan 
kulit di Magetan disebabkan oleh dua faktor, yaitu: faktor internasl dan faktor 
eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang muncul dari pihak pengrajin kulit 
di Magetan itu sendiri, seperti ketidaktahuan pengrajin kulit mengenai pentingnya 
HaKI dan kurangnya kesadaran pengrajin kulit akan pentingnya mendaftarkan merek 
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agar tidak terjadi peniruan merek oleh pihak lain. Faktor eksternal adalah faktor-
faktor yang menjadi hambatan berasal dari luar pengusaha kerajinan kulit di Magetan 
itu sendiri seperti halnya mengenai pengaturan Undang-Undang Merek Tahun 2016 
itu sendiri belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, kurangnya sosialisasi dari 
pemerintah dan keterbatasan Tenaga Penyuluh Lapangan dalam pelaksanaan 
perlindungan hukum. Upaya penaggulangan dalam mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut adalah perlunya diadakan seminar dan pelatihan tentang pentingnya 
mendaftarkan merek, memberikan sosialisasi kepada pengrajin kulit di Magetan 
untuk meningkatkan kesadaran hukum, pemerintah harus menambah Tenaga 
Penyuluh Lapangan lebih banyak lagi agar pelaksanaan perlindungan hukum merek 




Pertama, kepada Dirjen HKI dan Kementrian Perindustrian, perlu merekrut 
atau menambah banyak Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) di berbagai kota termasuk 
Industri Kecil dan Menengah (IKM)/desa agar pelaksanaan perlindungan hukum 
merek bisa berjalan dengan baik dan dilakukan secara maksimal dengan adanya 
penambahan Tenaga Penyuluh Lapangan tersebut. 
Kedua, bagi pemerintah Kota Magetan, melalui Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Magetan harus lebih banyak memberikan sosialisasi terhadap 
pengrajin kulit di Magetan agar mereka yang belum mendaftarkan merek segera 
mendaftarkan merek agar mendapatkan perlindungan hukum dan pelaksanaan 
perlindungan hukum merek bisa terlaksana secara maksimal. 
Ketiga, bagi para pengrajin kulit di Magetan, perlu megubah pola pemikiran 
yang kurang mengenai pendaftaran merek, sehingga para pengrajin kulit merasakan 
betapa pentingnya perlindungan hukum merek ketika merek yang dimiliki sudah 
didaftarkan. Pengrajin juga dapat merasakan arti pentingnya perlindungan hukum 
merek yang mereka dapatkan dengan tanpa harus melakukan pendaftaran yang rumit, 
dimana dengan adanya program fasilitasi dari pemerintah lebih memudahkan para 




 Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan skripsi ini saya 
persembahkan kepada pertama, kedua orang tua saya tercinta yang sudah 
memberikan kasih sayang serta doanya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi 
ini. Kedua, kakak tersayang yang selalu memberikan dorongan dan semangat.. 
Ketiga, pembimbing skripsi saya yang sangat saya hormati yang telah memberikan 
pengarahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini. Keempat, dosen-dosen 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ilmunya. Kelima, teman-teman dan sahabat yang berperan penting yang telah 
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